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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk 

menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 

1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis 

lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat 

Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 

memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran 

pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun. 

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja 

Perangkat Daerah, adalah meliputi: 

a. persiapan penyusunan; 

b. penyusunan rancangan awal; 

c. penyusunan rancangan 

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 

e. perumusan rancangan akhir; dan 

f. penetapan. 



Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah 

mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan 

Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), 

sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi 

satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah. 

Gambar 1. 

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

 

 

 

 

 

 

    Keterangan: 

            diperhatikan 
            dipedomani dan/atau diacu 

            dipedomani dan/atau diacu 

 
Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 

Tahun 2020 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada 

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta 

didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat 

Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai 

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah 



diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);   

4. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 



Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5601); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6633); 

26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

Nasional; 

27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

28. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - 

Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, 

Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. 

29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2008 Nomor 04); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2012 Nomor 01 Seri D); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2020 Nomor 8). 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2020 Nomor 3); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2023 Nomor1); 



45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Nganjuk; 

46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit 

Daerah Kabupaten Nganjuk; 

47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 

48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026; 

49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026; 

50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan 

program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu 

indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya selama tahun 2025. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2025 adalah: 

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, 

indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang 

dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi 

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023; 

b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun 

ke-1 (pertama) periode tahun 2025; dan 

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan 

program dan kegiatan selama tahun 2025. 

 
 

 

 



1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1. Latar Belakang; 

1.2. Landasan Hukum; 

1.3. Maksud dan Tujuan; dan 

1.4. Sistematika Penulisan. 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU 

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kabupaten Nganjuk; 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK 

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; 

3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Kabupaten Nganjuk; dan 

3.3. Program dan Kegiatan. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK 

BAB V PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK 

TAHUN LALU 

 

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu 

fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat 

Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target 

kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2024-2026 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:  

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 

target kinerja program/kegiatan; 

2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program 

Renstra Perangkat Daerah; dan 

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud. 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk 

Tahun Lalu dan Renstra Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada 

tahun 2024-2025 

Pada tahun 2024 telah melaksanakan 6 (enam) Program utama 

yang tercantum dalam penetapan kinerja yang terdiri dari 13 

Kegiatan dan 37 sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ditunjang dengan 

Belanja Operasi  dan Belanja Modal, yaitu sebesar Rp. 

3.579.452.500,00 (Perbub No. 04 Tahun 2024 Perubahan I) 

Adapun Serapan Anggaran / Realisasi per Program Kegiatan adalah 

sebagai berikut : 

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

   Hasil program ini adalah meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan 

Baron, dengan anggaran Rp. 3.172.937.500,00  realisasi Rp. 

437.938.502,00 atau penyerapan dana sebesar 13,80% 

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase kegiatan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan 



tertib, dengan anggaran Rp 93.140.000,00  realisasi Rp. 

2.250.000,00  atau penyerapan dana sebesar 2.4 %  

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses 

pembangunan di Kecamatan, dengan anggaran Rp. 93.875.000,00 

realisasi Rp. 9.500.000,00 atau penyerapan anggaran sebesar 

10.11 % 

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase 

permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan, 

dengan anggaran sebesar Rp 35.000.000,00 realisasi Rp 

4.050.000,00 atau penyerapan anggaran sebesar 11.57 %  

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase 

Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan anggaran 

Rp 160.000.000,00 realisasi Rp 60.280.000,00 atau penyerapan 

dana sebesar 37.67 %. 

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Hasil program ini adalah meningkatnya ProsentaseDesa/Kelurahan 

Cepat Berkembang, dengan anggaran Rp 24.500.000,00 realisasi 

Rp.0,00 atau penyerapan dana sebesar 0 % 

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 

dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun 

Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya 

sebagaimana tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Tabel 2.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026) 
Kode rekening Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Program/kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program 

(outcome)/Kegiatan 

(output)/Sub 

Kegiatan (output) 

Target 

Kinerja  

Capaian 

Program 

(Renstra 

Perangkat 

Daerah) 

2023 

Realisasi 

Target 

Kinerja 

Hasil 

Program 

dan 

Keluaran 

kegiatan 

s/d Tahun 

(2021) 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2022) 

Target 

Program 

dan 

Kegiatan 

(Renja 

Perangkat 

Daerah) 

Tahun 

2023 

Perkiraan realisasi 

capaian target renstra 

perangkat daerah s/d 

tahun berjalan 

Target 

Renja 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

(2022) 

Realisasi 

Renja 

Perangkat 

Daerah 

Tahun 

(2022) 

Tingkat 

Realisasi (%) 

Tahun 

(2022) 

 Realisasi 

capaian 

program 

dan 

kegiatan 

s/d tahun 

berjalan 

(tahun 

2023) 

Tingkat 

capaian 

realisasi 

target 

renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/

4) 

7.01.01  PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

    84,96 85 84,96 99,95%      

7.01.01.2.01  Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah  

  4   100 100 100 4 4 100,00 

7.01.01.2.01.06  Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Terwujudnya Koordinasi 
dan penyusunan laporan 
capaian kinerja dan iktisar 

realisasi kinerja SKPD 

4 1 100 100 100 4 4 100,00 

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

  12   100 78 78,01 12 12 100,00 

 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah gaji & tunjangan 
ASN 

12 12 100 78 78,08 12 12 100,00 

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Terwujudnya Koordinasi 
dan penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun 
SKPD 

1 1 100 100 100,00 1 1 100,00 

 



1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran SKPD 

Terwujudnya Koordinasi 
dan penyusunan laporan 

keuangan bulanan/ 
tribulanan/semesteran 
SKPD 

4 12 100 100 100,00 4 4 100,00 

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah   

          25 23 92,00 

7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Pegawai 25 0       25 23 92,00 

 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah   

    100 83,07 83,07 1 1 100,00 

 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Terlaksananya 
Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

1 1 100 96,43 96,43 1 1 100,00 

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya 

Penyediaan bahan logistik 
kantor 

4 3 100 70,29 70,29 4 3 75,00 

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Terlaksananya 

Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

2 - 100 100,00 100,00 2 2 100,00 

7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Terlaksananya 
Penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 

perundang - undangan  

2 12 100 0,00 83,33 2 2 100,00 

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan rapat 

kordinasi & konsultasi 
SKPD 

1 12 100 100,00 100,00 1 1 100,00 

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

        

    

10 9 90,00 

 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Terlaksananya 

pengadaan mebelair 

4 23 100 60,67 1,50 4 4 100,00 

 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Terlaksananya 
pengadaan peralatan dan 

mesin lainya 

6 26 100 52,60 2,29 6 5 83,33 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah  

      100 52,89 52,89 14 14 100,00 

 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanya Penyediaan 
jasa surat menyurat 

2 12 100 60,23 60,23 2 2 100,00 

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Terwujudnya Penyediaan 
jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

12 12 100 47,02 47,02 12 12 100,00 

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

      100 85,81 85,81 28 28 100,00 

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Terlaksananya 
Penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 
pemeliharaan pajak dan 
perizinan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

4 12 100 84,88 84,88 4 4 100,00 

 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Terlaksananya 

Pemeliharaan peralatan 
dan mesin lainnya 

10 12 100 63,23 63,23 10 10 100,00 

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

Terlaksananya 

Pemeliharaan peralatan 
alat kantor dan rumah 
tangga  

10 12 100 100,00 100,00 10 10 100,00 

 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Terlaksananya 
Pemeliharaan/rehabilitasi 
gedung kantor dan 

bangunan lainnya 

4 12 100 90,05 90,05 4 4 100,00 

7.01.02 PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

      0 

    

      

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

  4   100 20,65 39,35 4 4 100,00 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan 
dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat 
Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkait 

Terlaksananya 
Koordinasi/sinergi 

perencanaan dan pelaikal 
terkjksanaan kegiatan 
pemerintahan dengan 

perangkat daerah dan 
instansi vertikal terkait 

4   100 20,65 20,65 4 4 100,00 

           

7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana 
Pelayanan Umum 

  2   100 85,46 85,46 2 2 100,00 

 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal yang Terkait 
dalam Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Pelayanan Umum 

Terlaksananya 

Koordinasi/sinergi dengan 
perangkat daerah 
dan/atau instansi vertikal 

yang terkait dalam 
pemeliharaan sarana dan 
prasarana pelayanan 

umum 

4   100 85,46 85,46 4 4 100,00 

 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang Dilimpahkan 

kepada Camat 

  4   100 100,00 100,00 4 4 100,00 

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang Terkait 

dengan Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan 

Terwujudnya Pelaksanaan 
urusan pemerintahan 

yang terkait dengan 
kewenangan lainya yang 
dilimpahkan  

4   100 100,00 100,00 4 4 100,00 

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

  0     

    

      

 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

 

4 

 

100 81,88 81,88 4 4 100,00 

 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa 

Terlaksananya 
Peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam forum 

musyawarah perencanaan 
pembangunan di desa 

4 6 100 77,01 77,01 4 4 100,00 

 



1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan 
Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat yang Dilakukan oleh 
Pemerintah dan Swasta di 
Wilayah Kerja Kecamatan 

Terlaksananya 
Sinkronisasi program 

kerja dan kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat yang 

dilakukan oleh pemerintah 
dan swasta di wilayah 
kerja kecamatan 

12 2 100 88,06 88,06 12 12 100,00 

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Terlaksananya Sinergitas 
dengan Kepolisian negara 
RI, TNI dan instansi 

vertikal di wilayah 
kecamatan 

      

    

      

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

 

  

 

100 85,10 85,10 4 4 100,00 

 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah 
Kecamatan 

Terlaksananya Sinergitas 
dengan Kepolisian negara 
RI, TNI dan instansi 

vertikal di wilayah 
kecamatan 

4 11 100 85,10 0,00 4 4 100,00 

7.01.05 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

        

    

      

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

Terlaksananya Sinergitas 
dengan Kepolisian negara 

RI, TNI dan instansi 
vertikal di wilayah 
kecamatan 

25     

    

25 25 100,00 

 7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka 
Memantapkan Pengamalan 
Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 
serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

Terlaksananya 
Pembinaan wawasan 

kebangsaan dan 
ketahanan nasional dalam 
rangka memantapkan 

pengamalan pancasila 
pelaksanaan undang-
undang dasar negara 
republik indonesia tahun 

1945 pelestarian Bhineka 
tunggal ika serta 
pemertahanan dan 

pemeliharaan keutuhan 
negara 

25 3 100 0,00 92,08 25 25 100,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 

7.01.06  PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN 
DESA 

      

      

      

 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

      100 96,55 93,07 4 4 100,00 

7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa 

Terlaksananya Fasilitasi 

administrasi tata 
pemerintahan desa 

2 4 100 92,55 92,55 2 2 100,00 

 7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan 

Partisipatif 

Terlaksananya Fasilitasi 
penyusunan perencanaan 

pembangunan partisipatif 

2 1 100 4,00 93,59 2 2 100,00 

 



Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing 

indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja 

dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja 

No. Interval Nilai Predikat 

1. ≥ 91% Sangat Tinggi 

2. 76% ≤ 90% Tinggi 

3. 66% ≤ 75% Sedang 

4. 51% ≤ 65% Rendah 

5. ≤ 50% Sangat Rendah 

 

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 

2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya 

atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian 

program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan 

perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 

faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 2.3 

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan 

Penganggaran 

Program Perangkat 

Daerah 
Capaian Kinerja Predikat 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

84,96 Tinggi 

Faktor Penyebab : 
 
 
- Capaian beberapa 

kegiatan/ sub kegiatan 
kurang maksimal 

Implikasi Terhadap Target 
Renstra PD : 
 
- Target renstra PD tidak 

bisa tercapai 

Kebijakan Yang Diambil : 
 
- Menginventarisir 

kegiatan yang tidak 
memenuhi target 

   

PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

84,96 Tinggi 

   

Faktor Penyebab 
 
 
- Capaian beberapa 

kegiatan/ sub kegiatan 
kurang maksimal 

Implikasi Terhadap Target 
Renstra PD 
 
- Target renstra PD tidak 

bisa tercapai 

Kebijakan Yang Diambil : 
 
- Menginventarisir 

kegiatan yang tidak 
memenuhi target 

   
 



PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

84,96 Tinggi 

   

Faktor Penyebab 
 
 
- Capaian beberapa 

kegiatan/ sub kegiatan 
kurang maksimal 

Implikasi Terhadap Target 
Renstra PD 
 
- Target renstra PD tidak 

bisa tercapai 

Kebijakan Yang Diambil : 
 
- Menginventarisir 

kegiatan yang tidak 
memenuhi target 

   

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan 

IV 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Baron 

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Baron Kabupaten Kabupaten 

Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan 

dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai 

dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan 

Kecamatan Baron berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Baron. 

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Tabel 2.5 

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baron 

No. Indikator 

Capaian Tahun 
Sebelumnya 

2023 

(1) (2) (3) 

 
1 

 

Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di 

Kecamatan 
78 

 

Hal ini dibuktikan dengan Hasil Penilaian Administrasi dan 

Indikator Manajerial sebagai berikut : 

1. Berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan 

(SINCAN) mencapai nilai sebesar 78 

2. Penilaian Indikator Manajerial berdasarkan kuisioner yang dibagikan 

kepada ASN di Kecamatan masing – masing dengan ketentuan nilai 

rata – rata dari hasil kuisioner yakni mencapai 75, 

Sehingga nilai rata – rata sinergitas Kecamatan Baron sebesar 76. 

Hambatan/kendala dari 2 indikator diatas ialah perbedaan persepi antar 

ASN. Setiap ASN memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait indikator 



manajerial, tujuan organisasi, dan cara kerja yang efektif. Hal ini dapat 

menyebabkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan indikator, 

sehingga sulit mencapai kesepakatan. 

 

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Tabel 2.6 

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Baron     

No. 
Indikator 

Capaian Tahun 

Sebelumnya 

 2023 

(1) (2) (3) 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

71,00 

2. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman 
dan ketertiban umum di  wilayah Kecamatan 

100% 

 

Dalam indikator kinerja kunci Kecamatan Ngetos, indeks kepuasan 

Masyarakat (IKM) pelyanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) 

pada tahun 2023 mencapai 71,00 Hal ini dikarenakan Keterbatasan akses 

terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sedangkan pada 

presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di 

wilayah kcematan yaitu sebesar 100%. 

 

Kinerja pelayanan Kecamatan Baron dan hal kritis yang terkait 

dengan pelayanan Kecamatan Baron adalah menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah serta pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, kaum 

marjinal, kesetaraan gender, Kecamatan layak anak, Kecamatan sehat. 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baron bahwa di Kecamatan 

Baron masih banyak masyarakat miskin, belum adanya kesetaraan 

gender, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbaikan gizi 

sehingga masih ada balita yang menderita stunting serta masih adanya 

tindak pembulian terhadap anak dan perkelahian remaja. 

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Kecamatan 

Baron bahwa Kecamatan Baron harus hadir untuk mengurangi jumlah 



penduduk miskin dengan cara memberikan penyuluhan dan bekerjasama 

dengan pihak terkait untuk meningkatkan keterampilan sehingga 

masyarakat bisa mandiri dalam membuka usaha, bekerjasama dengan 

puskesmas untuk memberi penyuluhan dan dengan Pemerintah Desa 

untuk pemberian makanan tambahan supaya balita kurang gizi bisa 

mendapatkan kecukupan gizi, bekerja sama dengan pihak Polsek dan 

Koramil dalam memberikan penyuluhan kepada remaja dan pelajar 

supaya tidak tejadi pembulian dan perkelahian pelajar / remaja, 

memberikan kesempatan yang sama sehingga tercipta kesetaraan gender. 

 

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Baron, adalah Pemerintah 

Desa, instansi terkait di wilayah Kecamatan, warga masyarakat guna 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan 

Kecamatan. 

Mitra Kecamatan Baron dalam pemberian layanan misalnya 

Pemerintah Desa, Puskesmas, Korwil PPKB, Korwil Pendidikan TK, SD dan 

PLB, Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan 

tugas pemerintahan umum. 

 

 

2.3. Isu-isu Penting dan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam 

perumusan program dan kegiatan. 

Isu-isu penting dan strategis pada Perangkat Daerah 

Kecamatan Baron, antara lain : 

1)  Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari 

Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk 

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan 

adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, 

maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang 

kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, 

baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non 

pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam 

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna 

pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten 

Nganjuk; 



2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di 

wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan 

kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan. 

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka 

harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima 

kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas 

hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta 

pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan 

pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang 

secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. 

Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan 

dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan 

ativitas  masyarakat; 

4)   Peningkatan Sinergitas Kecamatan.  

 Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan 

organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar 

pemerintahan di wilayah Kecamatan Baron guna mempercepat 

pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai 

kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan 

guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola 

Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

 

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD 

Proses reviu rancangan akhir RKPD Tahun 2025 adalah 

membandingkan antara rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dengan 

analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi 

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan 

akhir RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya 

berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut: 

 

 



Tabel 2.8 

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 

No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Kec. 

Baron 

- Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan di Kecamatan 

84,96     

3.482.516.969  

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

Kec. 

Baron 

- Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan di Kecamatan 

84,96 3.529.452.500  

  - Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) 

     - Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) 

    

  - Nilai SAKIP Kecamatan Baron      - Nilai SAKIP Kecamatan Baron     

 Perencanaan,     

Penganggaran,     

dan     Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Kec. 

Baron 

Jumlah Dokumen Perencanaan,     

Penganggaran,     dan     

Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah yang 

disusun 

4         

7.583.000 

Perencanaan,     

Penganggaran,     

dan     Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Kec. 

Baron 

Jumlah Dokumen Perencanaan,     

Penganggaran,     dan     

Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah yang 

disusun 

2           

 Penyusunan  

Dokumen  

Perencanaan  

Perangkat Daerah 

Kec. 

Baron 

Jumlah     Dokumen     

Perencanaan     Perangkat 

Daerah 

4           

3.033.200  

Penyusunan  

Dokumen  

Perencanaan  

Perangkat Daerah 

Kec. 

Baron 

Jumlah     Dokumen     

Perencanaan     Perangkat Daerah 

4           

3.000.000  

 

 Koordinasi  dan 

Penyusunan       

Dokumen  RKA-

SKPD 

Kec. 

Baron 

Jumlah Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

 2            

2.022.200  

Koordinasi  dan 

Penyusunan       

Dokumen  RKA-

SKPD 

Kec. 

Baron 

Jumlah Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD 

2            

1.976.000 

 

 

 

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Kec. 

Baron 

Jumlah   Laporan   Evaluasi   

Kinerja   Perangkat 

Daerah 

 0            

2.527.600  

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Kec. 

Baron 

Jumlah   Laporan   Evaluasi   

Kinerja   Perangkat 

Daerah 

 0            

2.425.000  

 

 Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Kec. 

Baron 

Jumlah Dokumen Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

12    

3.029.382.521 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Kec. 

Baron 

Jumlah Dokumen Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah 

12    

2.491.890.000  

 

 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Kec. 

Baron 

Jumlah    Orang    yang    

Menerima    Gaji    dan 

Tunjangan ASN 

12     

3.025.638.100  

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN 

Kec. 

Baron 

Jumlah    Orang    yang    

Menerima    Gaji    dan 

Tunjangan ASN 

12     

2.483.190.000  

 

 Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Kec. 

Baron 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan Pengujian/ 

Verifikasi Keuangan SKPD 

2           

1.214.400 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikas

i Keuangan SKPD 

Kec. 

Baron 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan Pengujian/ 

Verifikasi Keuangan SKPD 

2           

1.200.000  

 

 Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

Kec. 

Baron 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi  Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1           

1.518.000  

Koordinasi  dan  

Penyusunan  

Laporan  Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

Kec. 

Baron 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun  SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi  Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1           

3.770.000  

 

 Koordinasi  dan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran  SKPD 

1 1.012.020 Koordinasi  dan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran 
SKPD 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran  
SKPD 

2 3.730.000  

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 60.214.000 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 18.653.000  

 Pengadaan    
Pakaian    Dinas    
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Kec. 

Baron 
Jumlah  Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut  
Kelengkapan 

3         
34.914.000  

Pengadaan    
Pakaian    
Dinas    beserta 
Atribut 
Kelengkapanny
a 

Kec. 

Baron 
Jumlah  Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut  
Kelengkapan 

1     0   

 Monitoring,   
Evaluasi,   dan   
Penilaian   
Kinerja  Pegawai 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Dokumen   
Monitoring,   Evaluasi,   
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

4           
4.554.000  

Monitoring,   
Evaluasi,   dan   
Penilaian   
Kinerja  Pegawai 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Dokumen   
Monitoring,   Evaluasi,   
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

2           
4.125.000 

 

 Pendidikan  dan  
Pelatihan  
Pegawai  
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Kec. 

Baron 
Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

8           
8.602.000  

Pendidikan  dan 
pelatihan  
Pegawai  
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Kec. 

Baron 
Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

0           
9.528.000  

 

 Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Kec. 

Baron 
Jumlah    Orang    yang    
Mengikuti    Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

23         
12.144.000  

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Kec. 

Baron 
Jumlah    Orang    yang    
Mengikuti    Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

0         
5.000.000  

 

 Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

3       
99.987.000  

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

0       
112.962.55

0  

 

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor 

Kec. 

Baron 
Jumlah         Paket         
Komponen         Instalasi 
Listrik/Penerangan    
Bangunan    Kantor    yang 
Disediakan 

3           
5.555.000  

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor 

Kec. 

Baron 
Jumlah         Paket         
Komponen         Instalasi 
Listrik/Penerangan    
Bangunan    Kantor    yang 
Disediakan 

1           
12.086.000  

 

 Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Kec. 

Baron 
Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

1         
10.706.000  

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Kec. 

Baron 
Jumlah    Paket    Peralatan    
dan    Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

0         
13.900.000  

 

 Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

8         
21.109.000  

Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

12/bl         
25.859.550  

 

 Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1           
7.400.000  

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

2           
6.840.000  

 

 Penyediaan    
Bahan    Bacaan    
dan    Peraturan 
Perundang-
undangan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

3           
3.600.000  

Penyediaan    
Bahan    
Bacaan    dan    
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

1           
3.600.000  

 

 

 Penyelenggaraan      
Rapat      
Koordinasi      
dan 
Konsultasi SKPD 

Kec. 

Baron 
Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

12         
24.240.000  

Penyelenggaraa
n      Rapat      
Koordinasi      
dan 
Konsultasi 
SKPD 

Kec. 

Baron 
Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

4         
23.960.000  

 

 

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis 
pada SKPD 

0           
9.500.000  

Penatausahaan 
Arsip Dinamis 
pada SKPD 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis 
pada SKPD 

4           
10.600.000 

 

 Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik pada 
SKPD 

Kec. 

Baron 
Jumlah Penanggungjawab 
Pengelola Keuangan 

12         
17.877.000  

Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik pada 
SKPD 

Kec. 

Baron 
Jumlah Penanggungjawab 
Pengelola Keuangan 

12         
16.117.000  

 

 Pengadaan   
Barang   Milik   
Daerah   
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah Barang   Milik   
Daerah pada Perangkat 
Daerah yang disediakan 

28     
101.151.500  

Pengadaan   
Barang   Milik   
Daerah   
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah Barang   Milik   
Daerah pada Perangkat 
Daerah yang disediakan 

28     
264.731.950 

 

 Pengadaan 
Mebel 

Kec. 

Baron 
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

5         
30.906.000  

Pengadaan 
Mebel 

Kec. 

Baron 
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

5         
66.334.000 

 

 Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Kec. 

Baron 
Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

6         
70.245.500  

Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Kec. 

Baron 
Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

14         
198.397.950  

 

 Penyediaan        
Jasa        
Penunjang        
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

14       
70.094.000  

Penyediaan        
Jasa        
Penunjang        
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

14       
135.048.000  

 

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Kec. 

Baron 
Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     
Surat Menyurat 

 
12 

          
2.424.000  

Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Kec. 

Baron 
Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     
Surat Menyurat 

 
12 

          
1.200.000  

 

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Kec. 

Baron 
Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12         
22.000.000  

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Kec. 

Baron 
Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12         
64.800.000  

 

 Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

3         
45.450.000  

Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

0         
69.048.000  

 

 Pemeliharaan  
Barang  Milik  
Daerah  
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Barang  Milik  
Daerah  pada Perangkat 
Daerah yang terpelihara 

23     
153.400.000  

Pemeliharaan  
Barang  Milik  
Daerah  
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Barang  Milik  
Daerah  pada Perangkat 
Daerah yang terpelihara 

23     
139.466.000  

 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

 
4 

        
45.000.000  

Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

 
4 

        
45.000.000  

 

 

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Pemeliharaan 
Mebel 

Kec. 

Baron 
Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

10 16.500.000 Pemeliharaan 
Mebel 

Kec. 

Baron 
Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

12 7.500.000  

 Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   yang 
Dipelihara 

 
6 

        
15.000.000  

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Kec. 

Baron 
Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   yang 
Dipelihara 

 
8 

        
10.000.000  

 

 Pemeliharaan/R
ehabilitasi  
Gedung  Kantor  
dan 
Bangunan 
Lainnya 

 Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

   3 75.400.000 Pemeliharaan/R
ehabilitasi  
Gedung  Kantor  
dan 
Bangunan 
Lainnya 

 Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

3 76.966.000  

 PROGRAM    
PEMBINAAN    
DAN    
PENGAWASAN 
PEMERINTAHA
N DESA 

Kec. 

Baron 
- Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan di Kecamatan 

 

95 
 
27.270.000 

PROGRAM    
PEMBINAAN    
DAN    
PENGAWASAN 
PEMERINTAHA
N DESA 

  
  

 - Nilai sinergitas 

penyelenggaraan pemerintahan 

di Kecamatan 

 

95 
 
30.875.000 

 

  - Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) 

   - Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) 

    

  - Persentase 
Desa/Kelurahan Cepat 
Berkembang 

   - Persentase 
Desa/Kelurahan Cepat 
Berkembang 

    

 Fasilitasi, 
Rekomendasi 
dan Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

Kec. 

Baron 
Jumlah Desa/Kelurahan 
Cepat Berkembang 

 

10 
 
27.270.000 

Fasilitasi, 
Rekomendasi 
dan Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan 
Desa 

Kec. 

Baron 
Jumlah Desa/Kelurahan 
Cepat Berkembang 

 

10 
 
30.857.000 

 

 

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Fasilitasi 
Administrasi 
Tata 
Pemerintahan 
Desa 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam rangka 
Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa 

4 15.150.000 Fasilitasi 
Administrasi 
Tata 
Pemerintahan 
Desa 

Kec. 

Baron 
Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam rangka 
Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa 

6 15.000.000  

 Fasilitasi            
Penyusunan            
Perencanaan 
Pembangunan 
Partisipatif 

Kec. 

Baron 
Jumlah    Dokumen    
Fasilitasi    dalam    
rangka Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif 

2 12.120.000 Fasilitasi            
Penyusunan            
Perencanaan 
Pembangunan 
Partisipatif 

Kec. 

Baron 
Jumlah    Dokumen    
Fasilitasi    dalam    
rangka Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif 

 15.875.000  

 PROGRAM                            

PENYELENGGARAA

N 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Kec. 

Baron 
Persentase kegiatan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik yang 
dilaksanakan dengan 
tertib 

 

98 

      

92.480.700  

PROGRAM                            

PENYELENGGARA

AN 

PEMERINTAHAN 

DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

Kec. 

Baron 
Persentase kegiatan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik yang 
dilaksanakan dengan 
tertib 

98       

65.200.000  

 

 Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat 

Kecamatan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

 
4 

      
84.905.000  

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan 

Pemerintahan di 

Tingkat 

Kecamatan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

3       
56.125.000  

 

 Koordinasi/Sinerg
i  Perencanaan  
dan Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pemerintahan 
dengan Perangkat 
Daerah dan 
Instansi Vertikal 
Terkait 

Kec. 
Baron 

Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 

 
4 

        
84.905.000  

Koordinasi/Sinerg
i  Perencanaan  
dan Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pemerintahan 
dengan Perangkat 
Daerah dan 
Instansi Vertikal 
Terkait 

Kec. 
Baron 

Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 

 
 4 

        
56.125.000  

 

 

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Koordinasi  
Pemeliharaan  
Prasarana  dan  
Sarana 
Pelayanan 
Umum 

Kec. 
Baron 

Jumlah Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah 
dan/atau  Instansi  Vertikal 
yang Terkait dalam 
Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Pelayanan Umum 

 
2 

        
7.500.000  

Koordinasi  
Pemeliharaan  
Prasarana  dan  
Sarana 
Pelayanan 
Umum 

Kec. 
Baron 

Jumlah Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat Daerah 
dan/atau  Instansi  Vertikal 
yang Terkait dalam 
Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Pelayanan Umum 

 
2 

        
7.575.000  

 

 Koordinasi/Siner
gi dengan 
Perangkat Daerah 
dan/atau Instansi 
Vertikal yang 
Terkait dalam 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan Umum 

Kec. 
Baron 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau  
Instansi  Vertikal yang 
Terkait dalam Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 

 
2 

          
7.500.000  

Koordinasi/Siner
gi dengan 
Perangkat Daerah 
dan/atau 
Instansi Vertikal 
yang Terkait 
dalam 
Pemeliharaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Pelayanan Umum 

Kec. 
Baron 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah dan/atau  
Instansi  Vertikal yang 
Terkait dalam Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 

 
100% 

          
7.575.000  

 

 Pelaksanaan      

Urusan      

Pemerintahan      

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

Kec. 

Baron 

Jumlah Laporan Pelaksanaan      

Urusan Pemerintahan  yang 

Dilimpahkan kepada Camat 

 

2 

        

1.515.000  

Pelaksanaan      

Urusan      

Pemerintahan      

yang 

Dilimpahkan 

kepada Camat 

Kec. 

Baron 

Jumlah Laporan Pelaksanaan      

Urusan Pemerintahan  yang 

Dilimpahkan kepada Camat 

 

2 

        

1.500.000  

 

 

 Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan 
yang Terkait 
dengan 
Kewenangan 
Lain yang 
Dilimpahkan 

Kec. 

Baron 
Jumlah  Laporan 
Pelaksanaan  Kewenangan 
Lain yang Dilimpahkan 

 
2 

          
1.515.000  

Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan 
yang Terkait 
dengan 
Kewenangan 
Lain yang 
Dilimpahkan 

Kec. 

Baron 
Jumlah  Laporan 
Pelaksanaan  Kewenangan 
Lain yang Dilimpahkan 

 
2 

          
1.500.000  

 

 PROGRAM      

PEMBERDAYAAN      

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Kec. 

Baron 
Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan yang aktif 
dalam proses 
pembangunan di 
Kecamatan 

 
100 

      
44.313.750  

PROGRAM      

PEMBERDAYAAN      

MASYARAKAT 

DESA DAN 

KELURAHAN 

Kec. 

Baron 
Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan yang aktif 
dalam proses 
pembangunan di 
Kecamatan 

 
100 

      
56.275.000  

 



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Koordinasi 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Desa 

Kec. 
Baron 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan Desa  yang 
aktif dalam proses 
pembangunan di Kecamatan 

 
4 

      
44.313.750  

Koordinasi 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Desa 

Kec. 
Baron 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan Desa  yang 
aktif dalam proses 
pembangunan di Kecamatan 

 
100 

      
56.275.000  

 

 Peningkatan     
Partisipasi     
Masyarakat     
dalam Forum  
Musyawarah  
Perencanaan  
Pembangunan 
di Desa 

Kec. 
Baron 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan   yang 
Berpartisipasi dalam Forum     
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

 
 

4 

        
19.063.750 

Peningkatan     
Partisipasi     
Masyarakat     
dalam Forum  
Musyawarah  
Perencanaan  
Pembangunan 
di Desa 

Kec. 
Baron 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan   yang 
Berpartisipasi dalam Forum     
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

 
 

100 

        
28.775.000  

 

 Sinkronisasi 
Program Kerja 
dan Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat yang 
Dilakukan oleh 
Pemerintah dan 
Swasta di 
Wilayah Kerja 
Kecamatan 

Kec. 
Baron 

Jumlah Dokumen 
Sinkronisasi Program Kerja 
dan Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat yang Dilakukan 
oleh Pemerintah dan Swasta 
di Wilayah Kerja Kecamatan 

 
2 

        
25.250.000  

Sinkronisasi 
Program Kerja 
dan Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat yang 
Dilakukan oleh 
Pemerintah dan 
Swasta di Wilayah 
Kerja Kecamatan 

Kec. 
Baron 

Jumlah Dokumen 
Sinkronisasi Program Kerja 
dan Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat yang Dilakukan 
oleh Pemerintah dan Swasta 
di Wilayah Kerja Kecamatan 

 
2 

        
27.500.000  

 

 PROGRAM   

KOORDINASI   

KETENTRAMAN   

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

Kec. 

Baron 

Persentase penurunan 

pelanggaran ketentraman 

ketertiban umum di  wilayah 

kecamatan 

 

4 

      

35.350.000  

PROGRAM   

KOORDINASI   

KETENTRAMAN   

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

Kec. 

Baron 

Persentase penurunan 

pelanggaran ketentraman 

ketertiban umum di  wilayah 

kecamatan 

 
88,6

4 

      
35.000.000  

 

 Koordinasi 
Upaya            
Penyelenggara
an 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan hasil 
Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

4 35.350.000 Koordinasi 
Upaya            
Penyelenggara
an 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan hasil 
Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

0 35.000.000  



No. 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisi Kebutuhan 
Catatan 

Penting 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Pagu Indikatif 

Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 
Republik 
Indonesia, 
Tentara Nasional 
Indonesia  dan 
Instansi Vertikal 
di Wilayah 
Kecamatan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan Hasil 
Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
Tentara Nasional   Indonesia   
dan   Instansi   Vertikal   di 
Wilayah Kecamatan 

1 35.350.000 Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 
Republik 
Indonesia, 
Tentara Nasional 
Indonesia  dan 
Instansi Vertikal 
di Wilayah 
Kecamatan 

Kec. 

Baron 
Jumlah Laporan Hasil 
Sinergitas dengan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
Tentara Nasional   Indonesia   
dan   Instansi   Vertikal   di 
Wilayah Kecamatan 

1 35.000.000  

 PROGRAM       

PENYELENGGARA

AN       URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Kec. 

Baron 
Persentase Lembaga/Organisasi 

Masyarakat yang aktif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 

di Kecamatan 

 

100 

    

161.600.000  

PROGRAM       

PENYELENGGARA

AN       URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM 

Kec. 

Baron 
Persentase Lembaga/Organisasi 

Masyarakat yang aktif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di 

Kecamatan 

 

100 

    

160.000.000  

 

 Penyelenggaraan  
Urusan  
Pemerintahan  
Umum 
Sesuai 
Penugasan 
Kepala Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah 
Lembaga/Organisasi 
Masyarakat yang aktif 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di 
Kecamatan 

 
8 

       
161.600.000  

Penyelenggaraan  
Urusan  
Pemerintahan  
Umum 
Sesuai 
Penugasan 
Kepala Daerah 

Kec. 

Baron 
Jumlah 
Lembaga/Organisasi 
Masyarakat yang aktif 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di 
Kecamatan 

 
0 

       
171.950.000  

 

 Pembinaan       
Wawasan       
Kebangsaan       dan 
Ketahanan Nasional 

dalam rangka 
Memantapkan 
Pengamalan   
Pancasila,   
Pelaksanaan   

Undang- Undang 
Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 
1945,  Pelestarian  

Bhinneka  Tunggal  
Ika  serta 
Pemertahanan    dan    
Pemeliharaan    

Keutuhan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 

Kec. 

Baron 
Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Wawasan Kebangsaan 
dan Ketahanan Nasional dalam 
rangka Memantapkan Pengamalan 

Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun  1945, Pelestarian 
Bhinneka Tunggal Ika serta 
Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

8 161.600.000 Pembinaan       
Wawasan       
Kebangsaan       dan 
Ketahanan Nasional 

dalam rangka 
Memantapkan 
Pengamalan   
Pancasila,   
Pelaksanaan   Undang- 

Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 

Tahun 1945,  
Pelestarian  Bhinneka  

Tunggal  Ika  serta 
Pemertahanan    dan    
Pemeliharaan    
Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik 
Indonesia 

Kec. 

Baron 
Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Nasional dalam rangka 
Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun  
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal 
Ika serta Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

100% 171.950.000  

 

 



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para 

pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, 

organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta 

keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan 

pelayanan Kecamatan Baron, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, 

serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan 

Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baron disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.9 

Tabel 2.9 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 

 

No. 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi 

Indikator 
Kinerja 

Besaran/Volume Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

NIHIL 
      

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024 

 

 

 

 

 



BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema 

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkelanjutan” dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional 

tahun 2025 sebagai berikut : 

1. Memperkokoh ideologi Pancasila,Demokrasi dan Hak Asasi Manusia 

(HAM); 

2. Memantapkan Sistrm Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong 

Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan,Energi,Air,Ekonomi 

Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; 

3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan 

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, 

Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromatiritim 

Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koprasi; 

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia 

(SDM),Sains,Teknologi,PendidikannKesehatan,Prestasi 

Olahraga,Kesetaraan gender,serta Penguatan Peran Perempuan, 

Pemuda(Generasi Milenial dan Generasi Z),Penyandang Disabilotas; 

5. Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber 

Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri; 

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi 

,Pemerataan Ekonomi,dan Pemberantasana Ekonomi; 

7. Memperkuat Reformasi Politik,Hukum, dan Birokrasi serta 

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi 

dan Penyelundupan. 

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan 

Lingkungan Alam dan Buddaya, serta Peningkatan Toleransi 

Antarumat beragama untuk mencapai Masyarakay yang Adil dan 

Makmur. 

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 

menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan 

pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap 



tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah 

kebijakan dan strategi pembangunan nasional. 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya Sinergitas 

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan”, adapun 

sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatkan kualitas Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)” dan Meningkatkan 

Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan, dengan target kinerja 

sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Tujuan Perangkat Daerah Indikator Kinerja Target Tahun 2025 

Meningkatnya sinergitas 
penyelenggaraan tugas-

tugas kecamatan 

Indeks sinergitas 
penyelenggaraan 

pemerintahan di 

Kecamatan 

78 

Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Target Tahun 2025 

Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan Pelayanan 

Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Pelayanan 
Administrasi 

Terpadu 

Kecamatan 

(PATEN) 

87 

Meningkatkan 

Ketentraman dan 

Ketertiban di Wilayah 
Kecamatan 

Persentase 

penurunan 

pelanggaran 
ketentraman dan 

ketertiban umum 

di  wilayah 
Kecamatan 

90 

 

 

Deskripsi kerangka logis tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, 

cascading dan/atau crosscutting kinerja antar Unit Perangkat Daerah 

(Program Perangkat Daerah), serta peta proses bisnis pencapaian tujuan 

Perangkat Daerah. 

 

 

 



3.3. Program dan Kegiatan 

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 

2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta 

mempertimbangkan kondisi global saat ini. 

Untuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Kecamatan Baron pada tahun 2025 : 

 

No 

 

 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  

 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  

 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 

 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  

 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  

 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

 Fasilitasi Kunjungan Tamu  

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  

 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 



 

No 

 

 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

 Pengadaan Mebel  

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  

 Pemeliharaan Mebel  

 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait  

 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 

 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  

 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

di Desa 

 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh 

Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan  

4. PROGRAM  KOORDINASI   KETENTRAMAN   DAN KETERTIBAN UMUM 

 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 

Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  

 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat  

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 



 

No 

 

 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 

 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  

 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

 

 

 

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten 

Nganjuk 

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema 

pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, 

yaitu “ Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi 

Struktural” 

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas 

pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu 

strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan 

tahun 2023 sebagai berikut : 

dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 

sebagai berikut : 

1. Memperkokoh ideologi Pancasila,Demokrasi dan Hak Asasi 

Manusia (HAM); 

2. Memantapkan Sistrm Pertahanan Keamanan Negara dan 

Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada 

Pangan,Energi,Air,Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi 

Hijau dan Ekonomi Biru; 



3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan 

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, 

Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan 

Agromatiritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif 

Koprasi; 

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia 

(SDM),Sains,Teknologi,PendidikannKesehatan,Prestasi 

Olahraga,Kesetaraan gender,serta Penguatan Peran Perempuan, 

Pemuda(Generasi Milenial dan Generasi Z),Penyandang 

Disabilotas; 

5. Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis 

Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam 

Negeri; 

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan 

Ekonomi ,Pemerataan Ekonomi,dan Pemberantasana Ekonomi; 

7. Memperkuat Reformasi Politik,Hukum, dan Birokrasi serta 

Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, 

Judi dan Penyelundupan. 

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan 

Lingkungan Alam dan Buddaya, serta Peningkatan Toleransi 

Antarumat beragama untuk mencapai Masyarakay yang Adil 

dan Makmur. 

 

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah 

diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan 

dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan 

target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap 

tahun, sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar 

No. Jenis Pelayanan Dasar Target 

1. Pendidikan anak usia dini 100% 

2. Pendidikan dasar 100% 

3. Pendidikan kesetaraan  100% 

4. Pelayanan kesehatan ibu hamil  100% 



No. Jenis Pelayanan Dasar Target 

5. Pelayanan kesehatan ibu bersalin  100% 

6. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir  100% 

7. Pelayanan kesehatan balita  100% 

8. Pela     

 

 
yanan kesehatan pada usia pendidikan dasar  

100% 

9. Pelayanan kesehatan pada usia produktif  100% 

10. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut  100% 

11. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi  100% 

12. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus  100% 

13. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa 

berat  

100% 

14. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis  100% 

15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi 

virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia 

(human immunodeficiency virus)  

100% 

16. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari  100% 

17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah 

domestik  

100% 

18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni 

bagi korban bencana daerah kabupaten/kota  

100% 

19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi 

masyarakat yang terkena relokasi program 

pemerintah daerah kabupaten/kota  

100% 

20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum  100% 

21. Pelayanan informasi rawan bencana  100% 

22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap 

bencana  

100% 

23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

bencana  

100% 

24. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban 

kebakaran  

100% 

25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas 

terlantar di luar panti 

100% 

26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 100% 

27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar 
panti  

100% 

28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya 

gelandangan dan pengemis di luar panti  

100% 

29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan 
setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana 

daerah kabupaten/kota  

100% 

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 

3.4. Inovasi dan Prestasi 

Inovasi Kecamatan Baron mendorong dan menggiatkan Desa yang 

ada untuk berprestasi dan beberapa desa telah mempunyai prestasi-

prestasi  yang diraihnya selama tahun 2022 baik di tingkat Kabupaten 

maupun  propinsi.  



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BARON 

 

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 

2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Kecamatan Baron 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Baron 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2025, serta sesuai dengan tugas dan 

fungsi Kecamatan Baron dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Kecamatan 

Baron dalam melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan 

Tabel 4.1 

Prioritas Pembangunan Daerah 

 

No. Prioritas Daerah Alokasi (2025) 

1. Meningkatkan tata kelola 

pemerintahan dan pelayanan publik 

dengan pemanfaatan teknologi 

informasi (e-gov). 

3.529.452.500 

 

Tabel 4.2 
Sasaran Kecamatan Baron 

 

No. Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target 

(2025) 

Alokasi (2025) 

Program Pagu Indikatif 

1 Meningkatkan kualitas 

Pelayanan 

Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) 

Nilai SAKIP  86 Program 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

    3.494.452.500 

 

2 Meningkatkan 

Ketentraman dan 

Ketertiban di Wilayah 

Kecamatan 

Persentase penurunan 

pelanggaran 

ketentraman 

ketertiban umum di  

wilayah kecamatan 

89 %  35.000.000 

 



 

Tabel 4.3 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 

 

No. 

Urusan/Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Uraian (Output) Target 

 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

- Nilai sinergitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan di 
Kecamatan 

87     3.170.152.500  

 - Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan 
(PATEN) 

     

 - Nilai SAKIP Kecamatan 
Baron 

     

 Perencanaan,     
Penganggaran,     
dan     Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan,     
Penganggaran,     dan     
Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah yang disusun 

2         7.401.000  

 Penyusunan  
Dokumen  
Perencanaan  
Perangkat Daerah 

Jumlah     Dokumen     
Perencanaan     Perangkat 
Daerah 

4           3.000.000   

 Koordinasi  dan 
Penyusunan       
Dokumen  RKA-
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

 2            1.976.000   

 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah   Laporan   
Evaluasi   Kinerja   
Perangkat 
Daerah 

 2            2.425.000   

 Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

2    2.491.890.000  

 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah    Orang    yang    
Menerima    Gaji    dan 
Tunjangan ASN 

12     2.483.190.000   

 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/ Verifikasi 
Keuangan SKPD 

26           1.200.000   

 Koordinasi  dan  
Penyusunan  
Laporan  Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun  
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi  Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

1           3.770.000   



No. 

Urusan/Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Uraian (Output) Target 

 Koordinasi  dan  
Penyusunan  
Laporan  Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran  SKPD 

2           3.730.000   

 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

  

      18.653.000   

 Pengadaan    Pakaian    
Dinas    beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah  Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut  
Kelengkapan 

1        0   

 Monitoring,   
Evaluasi,   dan   
Penilaian   Kinerja  
Pegawai 

Jumlah   Dokumen   
Monitoring,   Evaluasi,   
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

0           4.125.000   

 Pendidikan  dan  
Pelatihan  Pegawai  
Berdasarkan Tugas 
dan Fungsi 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

8           9.528.000   

 Sosialisasi Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah    Orang    yang    
Mengikuti    Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

0         5.000.000   

 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

3       112.962.550  

 Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jumlah         Paket         
Komponen         Instalasi 
Listrik/Penerangan    
Bangunan    Kantor    yang 
Disediakan 

1           

12.086.000 

 

 Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah    Paket    
Peralatan    dan    
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

0         13.900.000  

 Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah   Paket   Bahan   
Logistik   Kantor   yang 
Disediakan 

12/bl         25.859.550   

 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

1           6.840.000   

 



No. 

Urusan/Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Uraian (Output) Target 

 Penyediaan    Bahan    
Bacaan    dan    
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

1           3.600.000   

 Penyelenggaraan      
Rapat      Koordinasi      
dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah      Laporan      
Penyelenggaraan      Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

4         23.960.000   

 Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis 
pada SKPD 

0           
10.600.000  

 

 Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Penanggungjawab 
Pengelola Keuangan 

12         16.117.000   

 Pengadaan   Barang   
Milik   Daerah   
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang   Milik   
Daerah pada Perangkat 
Daerah yang disediakan 

3     264.731.950  

 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

5         66.334.000   

 Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

14         
198.397.950  

 

 Penyediaan        
Jasa        Penunjang        
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

14       135.048.000   

 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     
Surat Menyurat 

12           1.200.000   

 Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

12         64.800.000   

 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

0         69.048.000   

 Pemeliharaan  
Barang  Milik  
Daerah  Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah   Barang  Milik  
Daerah  pada Perangkat 
Daerah yang terpelihara 

25     139.466.000   

 



No. 

Urusan/Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Uraian (Output) Target 

 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

4         45.000.000   

 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

2         7.500.000   

 Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   yang 
Dipelihara 

2         10.000.000   

 Pemeliharaan/Rehab
ilitasi  Gedung  
Kantor  dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1         76.966.000   

 PROGRAM    
PEMBINAAN    DAN    
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN 
DESA 

- Nilai sinergitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan di 
Kecamatan 

95%       30.875.000   

 - Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan 
(PATEN) 

     

 - Persentase 
Desa/Kelurahan Cepat 
Berkembang 

     

 Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 
Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Jumlah Desa/Kelurahan 
Cepat Berkembang 

92,55% 30.875.000  

 Fasilitasi 
Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa 

Jumlah Dokumen yang 
Difasilitasi dalam rangka 
Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa 

4         15.000.000   

 Fasilitasi            
Penyusunan            
Perencanaan 
Pembangunan 
Partisipatif 

Jumlah    Dokumen    
Fasilitasi    dalam    
rangka Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif 

93,59%         15.875.000   



No. 

Urusan/Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Uraian (Output) Target 

 PROGRAM                            
PENYELENGGARAA
N 
PEMERINTAHAN 
DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

Persentase kegiatan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik yang 
dilaksanakan dengan 
tertib 

4       65.200.000   

 Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Kegiatan 
Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

Jumlah Laporan 
Koordinasi 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

4       56.125.000  

 Koordinasi/Sinergi  
Perencanaan  dan 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Pemerintahan 
dengan Perangkat 
Daerah dan Instansi 
Vertikal Terkait 

Jumlah Laporan 
Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan dengan 
Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertikal Terkait 

4         56.125.000  

 Koordinasi  
Pemeliharaan  
Prasarana  dan  
Sarana 
Pelayanan Umum 

Jumlah 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah 
dan/atau  Instansi  
Vertikal yang Terkait 
dalam Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 

2         7.575.000   

 Koordinasi/Sinergi 
dengan Perangkat 
Daerah dan/atau 
Instansi Vertikal 
yang Terkait dalam 
Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana 
Pelayanan Umum 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi/Sinergi dengan 
Perangkat Daerah 
dan/atau  Instansi  
Vertikal yang Terkait 
dalam Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana 
Pelayanan Umum 

2                  
7.575.000 

 

 Pelaksanaan      
Urusan      
Pemerintahan      
yang 
Dilimpahkan 
kepada Camat 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan      Urusan 
Pemerintahan  yang 
Dilimpahkan kepada 
Camat 

2         1.500.000   

 Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
Terkait dengan 
Kewenangan Lain 
yang Dilimpahkan 

Jumlah  Laporan 
Pelaksanaan  Kewenangan 
Lain yang Dilimpahkan 

2           1.500.000   

 PROGRAM      
PEMBERDAYAAN      
MASYARAKAT 
DESA DAN 
KELURAHAN 

Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan yang aktif 
dalam proses 
pembangunan di 
Kecamatan 

100       56.275.000  



No. 

Urusan/Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Uraian (Output) Target 

 Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan Desa  
yang aktif dalam proses 
pembangunan di 
Kecamatan 

100 56.275.000  

 Peningkatan     
Partisipasi     
Masyarakat     dalam 
Forum  Musyawarah  
Perencanaan  
Pembangunan 
di Desa 

Jumlah Lembaga 
Kemasyarakatan   yang 
Berpartisipasi dalam 
Forum     Musyawarah 
Perencanaan 
Pembangunan di Desa 

4         28.775.000  

 Sinkronisasi Program 
Kerja dan Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat yang 
Dilakukan oleh 
Pemerintah dan 
Swasta di Wilayah 
Kerja Kecamatan 

Jumlah Dokumen 
Sinkronisasi Program 
Kerja dan Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat 
yang Dilakukan oleh 
Pemerintah dan Swasta di 
Wilayah Kerja Kecamatan 

2         27.500.000   

 PROGRAM   
KOORDINASI   
KETENTRAMAN   
DAN 
KETERTIBAN 
UMUM 

Persentase penurunan 
pelanggaran ketentraman 
ketertiban umum di  
wilayah kecamatan 

4       35.000.000   

 Koordinasi Upaya            
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah Laporan hasil 
Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

4       35.000.000   

 Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
Tentara Nasional 
Indonesia  dan 
Instansi Vertikal di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah Laporan Hasil 
Sinergitas dengan 
Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, 
Tentara Nasional   
Indonesia   dan   Instansi   
Vertikal   di 
Wilayah Kecamatan 

4         35.000.000   

 

 

 

 

 

 



No. 

Urusan/Program/ 

Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Pagu 

Indikatif 
Lokasi 

Uraian (Output) Target 

 PROGRAM       
PENYELENGGARAA
N       URUSAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 

Persentase 
Lembaga/Organisasi 
Masyarakat yang aktif 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di 
Kecamatan 

8     171.950.000  

 Penyelenggaraan  
Urusan  
Pemerintahan  
Umum 
Sesuai Penugasan 
Kepala Daerah 

Jumlah 
Lembaga/Organisasi 
Masyarakat yang aktif 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di 
Kecamatan 

8        171.950.000  

 Pembinaan       
Wawasan       
Kebangsaan       dan 
Ketahanan Nasional 
dalam rangka 
Memantapkan 
Pengamalan   
Pancasila,   
Pelaksanaan   
Undang- Undang 
Dasar Negara 
Republik Indonesia 
Tahun 1945,  
Pelestarian  
Bhinneka  Tunggal  
Ika  serta 
Pemertahanan    dan    
Pemeliharaan    
Keutuhan Negara 
Kesatuan Republik 
Indonesia 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pembinaan 
Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Nasional dalam 
rangka Memantapkan 
Pengamalan Pancasila, 
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun  
1945, Pelestarian 
Bhinneka Tunggal Ika 
serta Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

8        171.950.000  





BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 

disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan 

Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu 

indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. 

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 apabila terdapat ketidaksesuaian 

dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, 

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan 

mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan 

pada Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan tahunan Daerah 

(RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan 

jangka menengah Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang 

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi 

pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian 

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan 

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara 

bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk: 

a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 

dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; 

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu 

indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai 

dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 



c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat 

Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan 

pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap 

pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2025; dan 

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah 

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya 

memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, 

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten 

Nganjuk. 

 

5.2. Rencana Tindak Lanjut 

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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